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BAB III   
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang 
betujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian. Penelitian dengan jenis ini 
hanya bertujuan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa, tidak untuk melihat hubungan atau 
juga membandingkannya (Ulum dan Juanda, 2017). Dimana penelitian ini akan 
menggambarkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana 
Desa (ADD) di Desa Bajo Pulau Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2019 yang 
berpatokan pada UU No. 113 Tahun 2014 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, 
pelaporan dan Pertanggungjawaban. 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah daerah atau tempat yang digunakan untuk penelitian dan 
memproleh data yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian ini. Lokasi penelitian yang 
diambil adalah di Desa Bajo Pulau Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Alasan peneliti 
mengambil tempat penelitian di desa tersebut, karena beberapa anggaran dana desa yang 
digunakan tidak dipertanggungjawabkan oleh aparat pemerintahan desa. Hal ini 






C. Jenis Dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan data Primer dan data 
Skunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh  peneliti dari sumber 
pertama (Ulum and Juanda 2017). Data primer dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara 
kepada Pj. Kepala Desa (Salahudi H. Husain), Sekretaris Desa (Rudiansyah S.P.d) dan 
Bendahara Desa (Burhanuddin). 
Data skunder yaitu data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data 
tersebut tinggal di manfaatkan oleh peneliti ( Sanusi, 2014). Data skunder pada penelitian ini 
yaitu berupa laporan tahunan. Sumber data diperoleh dari laporan tahunan keuangan Desa 
APBDes tentang Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Bajo Pulau Kecamatan Sape 
Kabupaten Bima. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan 
data : wawancara ,dan dokementasi. Adapun teknik penelitian sebagai berikut : 
1. Dokumentasi 
Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang sudah ada dan diolah oleh 
orang lain, peneliti hanya tinggal memanfaatkan data tersebut. Dokumentasi bisa dilakukan 
dengan cara mencatat ulang, memotret, fotocopy atau membeli (Ulum and Juanda 2017). 
Dalam penelitian ini memanfaatkan laporan keuangan desa tentang dana desa, struktrur 





dana desa. Dan peneliti memperoleh data dengan cara memotret bukti realisasi anggaran dana 
desa serta mengcopy file terkait pengelola alokasi dana desa (ADD). 
2. Wawancara 
 Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara merupakan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara 
peneliti dengan narasumber gunanya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan 
berkaitan dengan peneliti yang dilakukan. Dimana dalam penelitian ini peneliti melakukan 
wawancara dengan pemerintah desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan staf 
pemerintahan desa, serta pengelola alokasi dana desa (ADD). 
E. Metode Analisis Data 
Untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bajo 
Pulau, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menilai 
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan indicator yang 
berpacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 sebagai berikut : 
1. Menilai dan mendeskripsikan akuntabilitas dengam cara menilai aspek sesuai dengan 
indicator sebagai berikut : 
a. Menilai tahap proses perencanaan  
i. Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedia bagi warna ( 
daftar hadir, surat pernyataan (kesepakatan desa dan warga), hasil notulen). 
ii. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 





iii. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. 
iv. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran 
serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 
v. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 
pertanggungjawaban. 
vi. Laporan pertanggunjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala Desa dan 
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 
b. Menilai Proses Pelaksanaan 
i. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan 
desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. 
ii. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang 
lengkap dan sah. 
c. Menilai Proses Penatausahaan 
i. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran 
serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 
ii. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 
pertanggungjawaban. 
iii. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa 
d. Menilai Proses Pelaporan 
i. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 






ii. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. 
iii. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling 
lambay pada akhir bulan juli tahun berjalan. 
iv. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan 
Januari tahun berikutnya. 
e. Menilai proses Pertanggungjawaban 
i. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). 
ii. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 
APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. 
iii. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiru dari 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 
iv. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. 
2. Menilai dan mendeskripsikan Transparansi dengam cara menilai aspek sesuai dengan 
indicator sebagai berikut : 
Menurut Andriano (2007:21) yang menjabarkan dari IDASA bahwa indicator 
transparansi terdiri dari sebagai berikut : 
a. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi. 
b. Adanya akses masyrakat terhadap transparansi anggaran. 





 Untuk menguat pernayataan peneiliti dalam indicator transparansi pemerintah juga 
mengatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 sebagai berikut : 
a. Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh 
masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang 
dijalankan. 
b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
dan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media 
infromasi yang mudah diakses oleh masyarakat. 
c. Laporan Realisasi dan Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD 
disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. 
d. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD 
diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara 
lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainya. 
e. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat 
satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. 
3. Menilai temuan yang tidak sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. 
 
 
 
 
 
